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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 77 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAW ABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE.RAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu n Anggaran 2018, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pela sanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahu n Anggaran 2018; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945' 

2 . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemben­
tukan Daerah-Daerah Kabupa en Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Bara (Berita Negara Tahun 1950) 
s bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)' 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Pen elenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepubUk 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomar 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400) ; 
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7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasi.onal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4421); 

8 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
P rimbangan Keuangan ntara Pem rintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan L mbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesi N mor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 ahun 201 4 tentang 
Pemerintahan Da rah (Lemb r egara Republik 
Indon ia Tahun 240m r 2 4 Tambahan Lembaran 

egara epub ik I dones 'a Nomo 5587) sebagaimana telah 
d 'ub beber p 'ter ir engan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara epublik 
Indones 'a Tahun 20 15 Nomor 58, Tam ahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

1 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 201 4 ten tang 
Administra i P m rintahan (L rnbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambah an Lembaran 
Negara Republik Ind nesia Nornor 5601); 

12. Peraturan Perner'ntah Nornor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RepubUk 
Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran N gara Republik 
Indonesia Nomor 4575)' 

15. P raturan P m rintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomar 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614) ; 

16. Peraturan Pemerin tah Namar 3 Tah un 2007 tentang 
Laporan Penyel nggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertan.ggungjawaban 
Kepaia Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Informasi La oran Penyelenggaraan Pemerin tahan 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara RepubUk Indanesi Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomar 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelo aan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
R pub ik Indonesia Ta 2007 am or 83 Tambahan 
Lembara Negara R publik I donesia Nornor 4738) ; 

18. Peraturan Pem rintah omor Tahun 2009 tentang 
Bantuan euangan Kepada Part i Politik (Lembaran Negara 
Rep bli I done 'a Tahun 2009 Noma 18, Tambah n 

mb an N a ra R blik Ind N mar 4972) , 
bag imana te h d ng Perat ran Pem rintah 

N m r 83 Tahun 2 ntang perubahan at P raturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahu 200 9 ten tang Bar1.tuan 
Keuangan kepad Partai Politik (Lembaran egara Repu blik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembarall Negara 
R publik lndon sia Nomor 5219); 
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21 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerin tahan Daerah (Lernbaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 20 17 ornor 73 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pernerintah ornor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pernerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224) ; 

25. Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran N gara Republik 
Indonesia Tahun 2019 ornor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesi N mar 6322) ; 

26. Peraturan Preside Nomor 6 Tahun 20 8 tentang 
Pengadaan Barang jJasa Pemerintah (Lembaran Negara 

epublik lndon sia Tahu 2018 omor 33)' 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelol an euangan Daerah 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan 
Per turan Menteri Dalarn N geri Nomor 21 Tahun 2011 
tenta g Pe ub han Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

euangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 ornor 310); 

28. Peraturan Menteri Dalam Neg ri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedornan Pernberian Hibah dan Bantuan so sial 
Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan so sial Yang 
bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Repuhlik Indonesia Tabun 2016 Nomor 541)' 



Menetapkan 
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tah un 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) ; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 4) ' 

31 . Peraturan Daerah I abupat n Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pem.bentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmala a Nomor 7 Tahun 
20 6 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7) ' 

33. ra u an Da rah I abupaten Ta ikmalaya Nomor 6 Ta.hun 
2018 tentang n gg ran P ndapatan dan B lanja Da rah 
Kabupaten Tasi alaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupate 1 Tasikmalaya Tahun 20 8 Nomor 6); 

34. Peraturan Bupati Tasikm laya Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Penjabara Anggaran Pendapatan dan Belanja 

a rah Ka u aten Ta 'kmala a T un nggaran 2019 
(Berita Daerah ab ten Ta ikmalaya Tahun 2018 Nomor 
49); 

35. Peraturan Daerah abupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
20 19 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kabupat n Tasikmalaya Tahun 2019 
Nomer 2) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUP TI 

PERTANGGUNGJAWABAN 
TENTANG 

PELAKSA AAN 
PENJABARAN 

ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2018. 

Pasa11 

Laporan R alisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri ata : 
1. Pendapatan 

a . Pendapatan AsH Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Rp. 248.420.386.329,00 
Rp. 2.067.009.180.838,00 
Rp. 1.242.544.828.723,00 
Rp. 3.557.974.395.890,00 

-------- -------------~ 



2. Belanja 

3. 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja 
Surflus/Defisit 

Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluara 

Jumlah Pembia aan Neto 
Sisa Lebih Pembia aan Anggaran (SiLPA) 

Pasal2 

Rp. 1.350.764.619.830,00 
Rp. -
Rp. -
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

139.136.643.200,00 
3 .226.209 .000,00 
7.244.858.572 ,00 

560.460.109 .349,00 
3.702.517.200,00 

Rp. 2.064.534.957.151,00 

p. 108.022. 110.761 ,00 
Rp. 765.837.783.536,00 
Rp. 524.842.281.067,00 
Rp. 1.398.702.175.364,00 
Rp. 3.463.237.132.515,00 
Rp. 94.737.263.375,00 

Rp. 86.426.653.779,00 
Rp. 3.224.500.000,00 
Rp. 83.202.153.779,00 

p. 177.939.417.1 4,00 
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Ringkasan laporan realisas' anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran m rupakan bagian ang tidak terpisahkan dalam 
Peraturan Bupati ini. 

Pas 3 

Ringkasan laporan realisasi anggar ebagaimana 'm sud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut k dalam penjabaran laporan realis si anggaran. 

Pasa14 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan d i Singaparna 
pada tangga l 16 Agustu. 2u19 

Pj.SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

lIN AMI UDIN 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 16 A&u.stus 2.)19 

BUPATI TASIKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 77 


